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Dari Anarchic Cyber Space menjadi Transnational
Public Sphere. Membaca Relasi antara Cyber¬
space fan Civil Society di Era Postmodern
(Studi kasus: Greenpeace Online Activist)
MOCH. FAISAL
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ABSTRACT
This article tries to examine the relation between Cyberspace and Civil Society, especially in the post modem
era. The writer believes that there is contestation amongst civil society, government, and private sector in order
to dominate the public sphere. By using its apparatus, state is dominantly dominating public sphere in every
day life. By using high technology and huge amount capital, private sector is successful in dominating public
sphere especially in form of mass media. Private sector is much more profitable because by using mass media
such television, private sector can dominate not only public sphere but also private sphere of society. Thus,
where is civil society? Due to the lack of capital, civil society is being marginalized from public sphere. Even
the number of NGO that is representing civil society is always increasing, in fact, the civic engagement is
decreasing. Entering the post modem era which is signed by the rise of cyberspace, the condition is turn 180
degree. Cyberspace gives civil society the space to exist in public sphere. In one hand, cyberspace gives us space
without any control and domination where all people free to express their self. In the other hand, it gives us
an anarchist space that can not be controlled.
Keywords: Anarchic, Cyber Space, Transnational Public Sphere, Civil Society, Postmodern

Pendahuluan
Posisi civil society, government, dan private sec¬
tor tampaknya memang didaulat untuk selalu
berada dalam kondisi yang vis-a-vis antara
satu dengan yang lainnya. Hingga kini perbedaan antara ketiga sektor ini bertendensi
untuk semakin menguat terutama perbedaan
antara sektor civil society dengan government
dan civil society dengan private sector. Faktor
utama yang menyebabkan jurang antara civil
society dengan government dan private sector
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dapat dipastikan karena semakin mdekatnya
hubungan antara government dan private sec¬
tor. Agenda privatisasi dan liberalisasi membuat peran negara menjadi semakin kabur.
Dalam beberapa hal, private sector telah
mengganti peran negara dalam pelayanan di
sektor publik. Belum lagi perselingkuhan
antara kedua sektor ini dan makin maraknya
pengusaha yang jadi penguasa atau sebaliknya. Praktis, secara umnm polaritas yang terjadi adalah civil society di satu sisi dengan gov¬
ernment dan private sector di sisi lain.
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Ketiga sektor di atas mencoba untuk tetap
eksis di ruang publik (public sphere). Bahkan
terkadang ada usaha-usaha yang dilakukan
salah satu sektor untuk mendominasi ruang
publik. Government dengan state apparatusnya tetap menjadi kampiun dalam ruang
publik melalui state apparatus-nya. Melalui
mekanisme surveillance, pemerintah terus terlibat aktif dalam ruang publik dengan mengontrol masyarakat. Mulai dari tempat
pelayanan umum hingga di jalan-jalan yang
tak lain adalah ruang publik, Government
akan selalu memainkan peranan penting di
tengah-tengah masyarakat.
Tak ketinggalan, private sector pun juga men¬
dominasi ruang publik. Berkat kecanggihan
teknologi komunikasi, ruang publik memi¬
liki format baru yakni media. Penguasaan
private sector akan public sphere adalah melalui
dominasinya akan media dimana mesinmesin media besar seperti televisi, radio, dan
koran telah dikuasai oleh private sector. Kesuksesan penguasaan private sector terhadap
ruang publik terlihat dari proses komodifikasi ruang publik (commodification of public
sphere), di mana media selalu menyuguhkan
nilai-nilai konsumerisme dalam setiap tayangan di media baik itu televisi, radio, mau¬
pun koran. Tentunya penayangan nilai-nilai
konsumerisme sangat menguntungkan pri¬
vate sector karena sektor ini hidup dari kon-

dalam beberapa hal, jauh mengalahkan dominasi government terhadap public sphere.
Meski tidak memiliki kapabilitas modal
sebesar dua sektor lainnya, civil society tetap
dapat mempengaruhi ruang publik melalui
media-media alternatif yang tidak berada
pada mainstream seperti media-media komunitas, leaflet, maupun pamlfet. Penyebaran
diskursus juga tidak begitu masif sebab civil
society kurang memiliki modal untuk memasuki ranah media yang telah terkomodifikasi. Sedangkan, jejaring civil society juga ti¬
dak terlalu menggurita seperti state apparatus
yang selalu ada di sudut ruang publik. Praktis, penyebaran diskursus yang dibawa civil
society dan informasi yang mereka miliki masih berkembang sebatas terbatas pada adanya gerakan-gerakan grass root organization
yang setidaknya dapat mempengaruhi opini
masyarakat. Susah sekali bagi civil society un¬
tuk turut menjadi pemain besar dalam public
sphere. Meski keberadaan Non Governmental
Organization yang menjadi representasi dari
civil society semakin berkembang dengan ditandai semakin banyaknya NGO yang berdiri,' tak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan warga negara (individual citizen engage¬
ment)1 tidak berkorelasi positif dengan per-

tumbuhan NGO. Keterlibatan warga negara
dalam aktivitas NGO bisa dikatakan relatif
kecil dibandingkan dengan jumlah populasi

warga negara secara keseluruhan.

sumsi masyarakat.
Di era kontemporer ini, private sector sangat
diuntungkan karena media jauh lebih efektif
menjangkau masyarakat. Jangkuan media
bahkan menembus sekat-sekat ruang privat
warga negara (rumah dan ruang keluarga).
Dominasi Private sector dalam public sphere,
GLOBAL Vol. 9 No. 2 Desember 2007-Mei 2008

Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat saja menunjukkan bahwa keterlibatan
warga negara dalam aktivitas civil society se¬
makin menurun dalam tiga dekade terakhir.3
Sekiranya apa yang terjadi di Amerika Serikat merupakan sebuah fenomena global. Fenomena penurunan civic engagement ini bisa
139
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jadi diakibatkan oleh semakin terbatasnya
public sphere bagi civil society untuk menyebarkan isu dan diskursus yang dimilikinya. Masyarakat lebih memilih untuk menonton televisi daripada ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sehingga masyarakat cenderung paham akan produk terbaru
apa yang dikeluarkan dari pada isu apa yang
sedang hangat.

Namun memasuki era postmodern, ruang
sosial berubah 180 derajat ditandai dengan
kemunculan konsepsi ruang yang ketiga.
Public sphere yang kita pahami secara konvensional sebagai sebuah ruang relasi sosial telah terdekonstruksi dengan kemunculan
ruang ketiga bernama cyberspace (ruang
cyber). Kemunculan cyberspace dengan perangkat internetnya, menimbulkan dua per¬
debatan yang alot. Di satu sisi, cyberspace
merupakan ruang yang tak dapat dikontrol
dan cenderung anarkis. Ia memunculkan kesadaran pasca ruang yang pada akhirnya
membunuh kesadaran manusia akan ruang.
Implikasinya, ruang sosial tergantikan de¬
ngan ruang a-sosial yang bersifat cyber. Di
sisi Iain, kemunculan cyberspace juga ditandai
dengan munculnya sebuah ruang yang tanpa
kontrol dan tanpa dominasi, di mana setiap
orang bebas untuk mengekspresikan dirinya.
Menggunakan terminologi Jurgen Haber¬
mas, maka cyberspace adalah the true public
sphere, sebab ia merupakan ruang, di mana
tidak ada relasi-kuasa dalam setiap tindakan
komunikasi yang dilakukan individu di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam artikel ini,
penulis berargumen bahwa kemunculan
cyberspace di era postmodern merupakan se¬
buah alternatif public sphere bagi civil society

untuk turut menyebarkan diskursus serta isu-

140

Moch. Faisal

nya ke masyarakat luas serta sebagai sarana
alternatif bagi keteriibatan masyarakat da¬
lam gerakan civil society.

Sistematika penilisan artikel ini diawali dengan perdebatan apakah internet dapat digolongkan anarchic cyber space atau transnational
public sphere dengan melakukan studi literatur kepada tulisan-tulisan dari public sphere
theorist mulai dari Jurgen Habermas hingga
Siva Vaidhyanathan. Banyak ilmuwan sosial
yang tidak setuju bila cyberspace adalah ruang
yang tepat sebaga public sphere karena sifatnya yang anarkis. Namun di sisi lain banyak
juga yang setuju bahwa cyberspace adalah
public sphere yang ideal. Sebagai akhir dari
pembahasan teoretis mengenai transnational
public sphere, penulis mencoba mengartikula-

sikan pembahasan teoretis ini ke dalam sebuah studi kasus. Studi kasus yang penulis
ambil adalah program Greenpeace Online
Activist yang diinisiasi oleh NGO Lingkungan, Greenpeace.

Habermasian Public Sphere vs Cyberspace
Adalah Jurgen Habermas, salah seorang tokoh mazhab Franfkurt, yang membawa dis¬
kursus mengenai public sphere ke dalam tataran pembahasan ilmu sosial. Public Sphere da¬
lam terminologi Habermasian adalah se¬
buah ruang di mana komunikasi terjadi tan¬

pa ada hambatan-hambatan komunikatif
akibat adanya relasi kuasa diskursif. Jurgen
Habermas mencoba melacak genealogi dari
public sphere hingga ke era Demokrasi
Athenian. Menurut Habermas, public sphere
era Athena adalah sebuah demokrasi yang
partisipatoris. Setelah Eropa mengalami
enlightenment, muncul model kedua dari pub-
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lie sphere, di mana kaum borjuis sepenuhnya
memegang kendali atas ruang publik.
Bourgeois public sphere dapat berupa koran,
jurnal, parlemen, klub politik, salon, warung
kopi, dan berbagai ruang publik lainnya

sphere tidak lagi diisi dengan perdebatan rasional dalam masyarakat melainkan didominasi oleh satu diskursus yang tak bisa dikalahkan. Diskursus yang dibentuk oleh korporasi media meski mendominasi public sphere ,

yang dapat digunakan sebagai tempat dis-

tetap tidak dapat disebut sebagai public opin¬
ion. Hal itu disebabkan oleh absennya perde¬
batan publik dan partisipasi individu di da¬
lam pembentukan opini.4

kusi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah,
individu dapat berbagi opini dan membentuk
opini publik yang dapat mempengaruhi
praktik politik. Bourgeois public sphere memungkinkan munculnya shared public opinion
yang dapat berubah menjadi oposisi bagi kekuasaan negara. Dimulailah sebuah era kebebasan public sphere. Dalam pandangan
Habermas, Bourgeois public sphere merupakan
public sphere yang begitu ideal.
Konsep Public Sphere yang dicetuskan Ha¬
bermas mensyaratkan sebuah dialektika
rasional dan bebas antara individu-individu
dalam keseharian masyarakat. Dalam hal
ini, kuasa negara yang biasanya bersifat dominatif tidak dapat mendominasi public
sphere, di mana civil society justru mempunyai
peran yang signifilcan. Prinsip utama dari
public sphere Habermas adalah adanya diskusi terbuka melalui adu diskursus secara
rasional. Oleh sebab itu, public sphere ala
Habermas ini adalah sebuah kondisi perbincangan yang ideal (ideal-speech), di mana kebebasan berbicara yang berdasarkan rasionalitas terus bergulir dalam masyarakat. Di
era kontemporer, public sphere mengalami

peralihan menuju sebuah bentuk baru yang
lebih luas cakupannya yakni media. Media
yang seharusnya memfasilitasi diskursus
rasional dalam masyarakat menjadi pembentuk dan penyalur diskursus sebagaimana
Habermas idealkan, ternyata diinisiasi oleh
korporasi media. Dengan demikian public
GLOBAL Vol. 9 No. 2 Desember 2007-Mei 2008

Habermas berargumen bahwa bourgeois pub¬
lic sphere telah digantikan dengan bureaucratic
industrial society , di mana dalam masyarakat
ini ruang publik telah sepenuhnya dikuasai
oleh korporasi dan elite pemerintah. Masya¬
rakat ini ditandai dengan munculnya public
sphere yang sepenuhnya dikuasai oleh state
capitalism, culture industries, dan semakin berkuasanya korporasi besar di kehidupan pu¬
blik. Media yang telah menjadi bagian intergral dari ruang publik hanya dikuasai oleh
segelintir kelompok pemodal. Media tidak
lagi menjadi wadah untuk melakukan prak¬
tik diskursif rasional tanpa tekanan melain¬
kan telah berubah menjadi alat satu arah
untuk mendominasi sebuah diskursus oleh
korporasi.

Terjadilah apa yang disebut sebagai komodifikasi ruang publik ( Commodification of the
public sphere), di mana media menciptakan
masyarakat konsumer. Melalui media, ide
tentang masyarakat konsumer ini dipromosikan dalam bentuk iklan. Pertama kali yang
mati akibat proses komodifikasi ruang pub¬
lik adalah diskursus rasional yang seharus¬
nya menjadi basis masyarakat sipil.5 Warga
negara (Citizen) yang harusnya terlibat secara
partisipatif dalam ruang publik berubah
menjadi spectator dari suguhan-suguhan

lftl
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No

Era

Public sphere

Characteristic

Example

1.

Enlightenment

Bourgeois
public sphere

Liberal values

Coffee saloon,
City Hall, etc

2.

Modern

Mass Media

Capitalist domination

Television, Newspaper,
Radio, etc

3.

Postmodern

Cyberspace

Anarchical space

Website, Email,
Weblog, etc

“menarik” oleh media yang telah menguasai
public discourse .6 Deilgan kata lain, korporasi
ekonomi besar (big economic corporation) telah
mengambil alih ruang publik dari masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat hanya menjadi individu-individu yang berfungsi sebagai konsumen, pelayan, administrasi politik (pegawai negeri) dan tentunya

publik. Tipologi lebih jelasnya bisa dilihat
pada tabel di atas.

Selain itu, logika yang berlaku dalam cyber¬
space bukanlah logika rasional melainkan
logic of speed. Menurut Virillio, era postmo¬
dern telah merubah posisi ruang tidak lagi.
berada di geografi; ruang telah berada di

penonton dari media. Proses komunikatif
mati akibat hilangnya ruang publik.7

arena elektronik atau dalam terminologi

Memasuki era postmodern, dengan ditemu-

Di dunia postmodern, waktu adalah segalanya dan waktu mengalabkan ruang. Orang lebih baik menghemat waktu dari pada pergi ke
suatu tempat. Cyberspace merupakan alat
pemuas logika kecepatan ( logic of speed), di

kannya internet yang menciptakan ruang
baru bernama cyberspace, setidaknya terdapat
ruang alternatif yang dapat menggantikan

ruang publik yang telah didominasi oleh korporasi dan negara. Cyberspace ini susah untuk
dikontrol dan didominasi karena wataknya
yang beyond everything dan sifatnya yang
anarkis. Melampaui apapun (beyond every¬
thing), karena dia terlepas dari ruang sosial
tiga dimensi yang kita diami. Bersifat anar¬
kis, karena ia tidak memiliki shared norms dan
nilai yang sama untuk menjadikan ia dapat
diatur. Kemunculan cyberspace merupakan
sebuah hal yang dilematik dan problematik.
Di satu sisi, ia dapat menjadi the new public
sphere yang bersifat transnasional. Di sisi
lain, ia adalah musuh dari ruang publik
Habermasian yang masih berlandaskan pada
norma dan nilai sebagai fondasi dari ruang
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Virillio chrono-politics.s

mana orang dapat saling berhubungan dalam
ruang tanpa harus mengurangi kecepatan dan
tanpa harus meninggalkan tempatnya berada.
Dalam cyberspace, dimensi ruang telah menghilang; yang ada hanya dimensi waktu. De-

ngan demikian, di era postmodern, dampak
transformasi geopolitics menuju chronopolitics
dalam masyarakat adalah semakin luruhnya
kesadaran masyarakat akan dimensi ruang
dan tergantikan dengan dimensi waktu.
Selain memunculkan logika kecepatan,
cyberspace juga memunculkan ruang yang sarat akan permainan semiotik (semiotic). Da¬
lam cyberspace, tak ada realitas; yang ada
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hanyalah representasi realitas dalam simbolsimbol semiotika. Dalam kondisi di mana
kecepatan adalah segala-galanya, masyarakat hanya membutuhkan komunikasi yang
instan dan citraan yang represen t a tif.’ Selain
logika kecepatan yang menjadi prinsip utamanya, cyberspace juga menyuguhkan format
komunikasi yang tidak hanya satu arah sebagaimana media tradisional melainkan dua
arah. Setiap orang dapat meng-upload dan
men-download. Setiap orang bisa menjadi
penulis berita dan penyebar berita. Jika informasi-informasi yang disebarkan oleh media
massa dapat dikontrol, maka akan sangat
susah untuk mengkontrol informasi apa saja
yang berseliweran di cyberspace. Karena sifatnya yang sulit dikontrol, beberapa teoretisi
ruang publik banyak yang menganggap
bahwa cyberspace alih-alih dapat menjadi
ruang publik; ia tak lain hanya sekadar bentuk anarkhi komuikasi ( anarchic form of com¬
munication), di mana seluruh informasi
membludak di dalamnya.

Cyberspace:

Anarchic Form of Communication atau
Ideal Speech Condition?
Alinta Thornton menganggap bahwa cyber¬
space bukanlah kondisi ideal bagi praktisi
komunikasi. Meski tidak terlihat jelas relasi
kuasa dalam internet tapi fakta menunjuk-

kan bahwa internet didominasi oleh kaum
kulit putih, berbahasa Inggris, dan mayoritas
warga negara pertama. Jadi internet layaknya media lainnya pun tak terlepas dari dominasi satu kelompok meski tidak sejelas
media seperti televisi. Lebih Ianjut, Thorn¬
ton menganggap pendapat bahwa cyberspace
dapat menjadi semacam ruang publik tanpa
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intervensi hanyalah mimpi kaum utopis
belaka.10 Selain itu, cyberspace tidak dapat dianggap sebagai ruang publik seutuhnya,
sebab sebelum ruang itu hadir ada proses
ekslusi yang terjadi. Tidak semua orang bisa
mengakses internet yang menjadi syarat
utama memasuki cyberspace. Tidak heran,
hanya kelas menengah berpendidikan yang
dapat mengakses “ruang publik.” Sedangkan
warga kelas bawah yang tidak berpendidikan
selamanya tidak akan pernah bisa masuk
dan berdiskursus dalam “public sphere” ini.
Namun sebenarnya, ruang publik yang dicetuskan oleh Habermas pun juga tak luput
dari proses esklusi ini. Dalam ruang publik
borjuasi, yang dapat melakukan diskursus
secara ideal tentu hanya kalangan terdidik
dan rasional dari kelas borjuis.

Alasan lain mengapa cyberspace lebih tepat
dikatakan ruang komunikasi anarkis adalah
karena
cyberspace juga menciptakan
Hacktivism" dan cybervandalism. Menurut
Vaidhyanthan, disebabkan begitu anarkisnya
proses diskursif di dalam cyberspace dimana
tidak ada lagi aturan dan norma, cyberspace
sama sekali tidak dapat disebut sebagai
ruang publik sebagai mana yang digambarkan oleh Habermas. Cyberspace memang
tidak diciptakan sebagai ruang untuk mem-

bangun dialog yang berperadaban dengan
berbagai set of rules dan set of norms yang
mengendalikannya.12 Mark Poster dan Jodi
Dean mengamini pendapat Vaidhyanthan.
Menurut mereka tidak adanya norma serta
aturan yang berlaku di dalam cyberspace
membuat cyberspace tidak dapat disamakan
dengan warung kopi dan balai kota yang
menjadi ruang publik di abad ke-17. Meski
demikian, Vaidhyanthan mengaku bahwa
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fakta di lapangan membuktikan sebaliknya.
Cyberspace ternyata jauh lebih mengakomodir diskursus-diskursus yang ada daripada
media-media lain yang telah didominasi oleh
kepentingan korporasi besar. Cyberspace lebih
dapat menstimulasi {stimulating) terbentuknya ruang rasional meski dalam konteks
yang illiberal (bahkan hiperliberal) daripada
media-media lain yang tidak membentuk
ruang rasional meski berada di alam liberal.
Meski berada dalam kondisi cyberanarchism,
internet sebenarnya dapat menjadi sarana
bagi komunikasi yang intersubjektif di mana
setiap partisipan dimungkinkan untuk menyebarkan nilai-nilai yang mereka anut tanpa ada kekerasan. Sebagai contoh, nilai-nilai
dari sebuah NGO lingkungan dapat saja tersebar dengan mudah melalui medium inter¬
net. Tidak heran proses inter-subjectivity yang
terjadi dalam cyberspace jauh lebih setara
daripada proses inter-subjectivity yang terjadi
di media massa, di mana tidak semua orang
dapat menyebarkan gagasannya di media.

Fakta bahwa internet merupakan ruang pu¬
blik transnasional {transnational public sphere)
dapat kita temukan di Cina. Perkembangan
diskursus civil society mulai dari agenda hak
asasi hingga agenda lingkungan, semuanya
mendapatkan tempat dalam cyberspace.
Cyberspace menjadi satu-satunya ruang yang

bebas dari intervensi negara. Tidak heran,
pemerintahan Cina “getol” melarang peng¬
gunaan internet, karena ia dapat digunakan
sebagai ruang yang bebas dari dominasi pe¬
merintah Cina. Kasus pelarangan ini terkait
dengan kasus penyiksaan di Abu Ghraib
oleh tentara Amerika Serikat dapat menjadi
public discource karena tersebar melalui cyber-
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space. Hal ini tentu membuat internet dalam
beberapa hal berusaha untuk dilarang. Tidak
hanya isi pornografi yang dilarang, melainkan ada juga negara yang melarang isi agama dan politik dalam cyberspace. Pemerintah
Cina juga melarang penggunaan internet
yang, menurut mereka, secara langsung memiliki korelasi dengan bertumbuhkembangnya gerakan prodemokrasi di Cina. Dalam
penelitian yang dilakukan Guobin Yang
dalam menganalisis masyarakat virtual di
Cina membuktikan bahwa cyberspace tidak
hanya dimonopoli oleh kulit putih sebagaimana yang dikatkan Allinton. Guobin menemukan bahwa cyberspace telah bertindak
menjadi tempat pertemuan antara keragaman dan perbedaan dalam masyarakat Cina
yang susah untuk diartikulasikan dalam
ruang selain cyberspace. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa virtual Chinese communi¬
ty lebih dapat menciptakan ruang bagi keragaman dan pluralisme dari pada ruang da¬
lam kehidupan sehari-hari rakyat Cina di
bawah pemerintahannya. Selain mencipta¬
kan ruang bagi keragaman, yang paling pen-

ting dari itu semua adalah terciptanya konektisitas antara seluruh penduduk Cina yang
terdiaspora.15 Cyberspace pada akhirnya telah
menjadi ruang publik transnasional yang
tidak lagi mengenal batasan negara dan

masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kemunculan
cyberspace pun juga menciptakan ruang baru
bagi kebangkitan civil society di penghujung
masa Soeharto. Di saat seluruh ruang publik
termasuk televisi dan media massa lainnya
dikuasai oleh State Apparatus, cyberspace muncul dan menjanjikan ruang yang bebas dari
kuasa state apparatus. Namun di lain pihak,
GLOBAL Vol. 9 No. 2 Oesember 2007-Mei 2008
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kemunculan cyberspace juga menjadi ruang
bagi eksistensi gerakan-gerakan fundamentalis agama yang lebih leluasa bergerak di
cyberspace.14 Tidak adanya kontrol terhadap
cyberspace serta anarkisme norma yang berlaku di dalamnya, memungkinan setiap kelompok beberapa ekstrem pun mereka
untuk menjadikan cyberspace sebagai ruang
bagi diri mereka tanpa ada intervensi dari
siapapun.

—

—

Meski tidak memenuhi standar kriteria
ruang publik Habermasian, karena tidak
adanya shared norms and value,15 tetapi cyber¬
space tetap dapat disebut sebagai ruang yang
memiliki kondisi ideal-speech sebagai sebuah
ruang publik, sebab ruang publik yang ideal
harus memenuhi kriteria bahwa "social life is
constructed and reproduced and trough which
truth is constructed in the absence of communica¬
tion barriers.""1 Dibandingkan dengan ruang
lainnya, cyberspace jauh dari hambatan-hambatan komunikasi sebagaimana yang terdapat di media massa lainnya. Bahkan menurut Douglas Kellner, kemunculan cyberspace
memberikan ruang baru bagi berkembangnya partisipasi demokratis oleh masyarakat.
Lebih dari apa yang ditawarkan media
massa lainnya, cyberspace akan menjadi ajang
pertarungan antara berbagai macam golongan, ide, maupun norma. Mulai dari kelompok fundamentalis, ekstrim kiri, kelompok
kanan, homo, dan lesbian, serta kelompok
pecinta lingkungan, dapat mengunakan se¬
cara bebas cyberspace sebagai ruang untuk
menyuarakan ekspresi mereka. Cyberspace
adalah ruang di mana tidak ada norma tunggal sebagaimana yang terdapat di dalam se¬
tiap masyarakat bahkan masyarakat liberal
sekalipun. Cyberspace menjadi arena kontes-
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tasi terus-menerus antara satu diskursus dengan diskursus lain.17

Bagi civil society, kemunculan cyberspace men¬
jadi ruang alternatif bagi keberadaan mereka
sebab di dua ruang publik sebelumnya, dominasi negara dan terutama private sector sangat kuat. Melalui cyberspace yang ditandai
dengan euforia kebebasan komunikatif, isu
dan diskursus yang dibawa oleh civil society
dapat dengan mudah tersebar. Melalui cyber¬
space juga, civil society dapat membangun
relasi dan interaksi yang melampaui relasi
dan interaksi di ruang sosial. Internet telah
membuat jaringan antar civil society jauh le¬
bih cepat (tanpa perlu konferensi-konferensi
besar) dan murah (tanpa perlu ongkos konferensi). Di masyarakat yang mementingkan
waktu dari pada tempa (logic of speed), ke¬
munculan cyberspace memberikan mereka
sarana baru untuk terlibat aktif dalam
kegiatan-kegiatan civil society yang tentunya
tidak mengharuskan kehadiran secara fisik.

Civil Society dan Transnational
Public Sphere
Pada tahun 1994, meletus sebuah revolusi
yang disebut-sebut sebagai the first postmodern
revolution. Revolusi tersebut adalah pembe-

rontakan Zapatista (EZLN) terhadap kuasa
global governance yang membuat kehidupan

petani di Chiapas semakin menderita. Di
ruang publik tradisional dan di media massa,
Zapatista tak lebih dari sekadar pemberontak
kaum kiri. Namun, melalui cyberspace, pemberontakan Zapatista berubah menjadi se¬
buah gerakan civil society untuk memprotes
ketidakadilan yang terjadi di Meksiko. Perjuangan Zapatista tidak akan pernah meng-
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global tanpa adanya ruang bernama cyber¬
space. Melalui komunike-komunike yang me¬
reka sebarkan ke internet, Zapatista berhasil
memperoleh perhatian dari publik dunia.
Dukungan dari kelompok civil society pun
mengalir kepada mereka meski mereka belum melihat secara langsung apa itu Zapa¬
tista. Keberhasilan Zapatista untuk dikenal
oleh dunia merupakan keberhasilannya
menggunakan internet sebagai alat untuk
mempromosikan koneksi internasional yang
menghubungkan perjuangan gerakan pribumi Zapatista dengan dunia luar. Melalui
internet, civil society mengetahui indigenous
experience yang selama ini tertutupi oleh tangan-tangan aparatus negara.15 Semenjak
kemunculannya di tahun 1990-an, banyak
ahli yang menganggap bahwa internet akan
menjadi stimulus bagi munculnya ruang
publik transnasional yang dapat menjadi
sarana membangun jejaring bagi civil society.
Keck dan Sikkink mengungkapkan: “net¬
works are communicative structures to influence
discourse.»\9 Tindakan komunikatif, meski
tanpa hubungan langsung, dapat dikatakan
sebagai jejaring selama ia menjadi sarana
bagi penyebaran diskursus. Ruang publik
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Laurie A. Kutner, bagi aktivis civil society
yang selalu memiliki keterbatasan modal,
internet menjadi sumber daya yang tak terbatas (unlimited resource). Internet menyediakan para aktivis instrumen yang cepat, murah, berguna, dan mudah untuk mendiseminasi informasi. Email yang tidak memiliki
batasan geografis, dapat menjadi sarana
menciptakan jejaring antara aktivis di selu-

ruh dunia. Melalui email juga, para aktivis
juga dapat membentuk grup diskusi yang
membahas tema tertentu. Web pages dapat
memberikan kesempatan bagi NGO untuk
mendiseminasi informasi mengenai diri
mereka ke seluruh dunia. Tentunya, melalui
Web pages, para aktivis dapat dengan mudah
menyebarkan data-data penting yang harus
dilihat oleh masyarakat.20 Melalui internet,
para aktivis civil society tidak perlu berkumpul
sebulan sekali dalam konferensi besar untuk
membicarakan agenda-agenda besar civil soci¬
ety. Tidak perlu juga bagi aktivis civil society

untuk berkunjung langsung ke negara lain
untuk menyaksikan langsung perjuangan teman-teman mereka. Melalui cyberspace berupa internet, para aktivis dapat menghemat
dana dan tentunya dengan waktu yang sedi-

transnasional terbentuk melalui adanya
struktur komunikatif yang tidak didominasi

kit untuk menyebarkan ide dan solusi kepada aktivis-aktivis lainnya. Civil society dapat

oleh siapa pun. Zapatista merupakan contoh
nyata bagaimana struktur komunikasi trans¬

membentuk jejaring gerakannya dengan jauh

lebih rapi melalui internet.

nasional yang bebas dari dominasi dapat
menjadi arena bagi penyebaran counter hege¬
monic discourse kepada khalayak yang lebih
luas. Tanpa adanya cyberspace yang berfungsi
sebagai ruang publik transnasional yang melewati batas negara, Zapatista tetaplah akan
dikenal sebagai sebuah gerakan pemberontakan indigenous beraliran kiri daripada seba¬
gai gerakan civil society antineoliberalisme.

Diagram di halaman berikut setidaknya da¬
pat menggambarkan bagaimana civil society
bergerak dalam ruang publik transnasional.
Cyberspace menjadi ruang bagi berbagai ge¬
rakan civil society untuk saling berhubungan
satu dengan yang lainnya dalam membangun
jejaring. Cyberspace juga menjadi ruang untuk
menghubungkan gerakan civil society dengan
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Cyberspace
Conventional mode
of communication

Online
Civil Society
Activist (NGO)

Civil Society
Activist (NGO)

—

Nonphysical

action and
pressure

Grass Root
Community

Online Information

Internet User

Ordinary
People
Conventional mode
of communication

Mass Mobilization

Physical Action

and pressure

Mass Mobilization

Transnational Public Sphere

masyarakat yang dalam hal ini adalah para
pengguna internet. Dalam internet mobilisasi
massa pun dapat dilakukan meski hanya
dalam bentuk aksi-aksi non fisik. Pada saat

Meski demikian, pada hakikatnya cyberspace
merupakan second layer bagi gerakan civil soci¬
ety. Tekanan-tekanan yang dilancarkan dalam cyberspace hanya dapat berupa tekanan

yang bersamaan, civil society tetap berhubungan dengan grass root community dan masyara¬
kat umum dalam format konvensional seper¬
ti melalui penyuluhan, pamflet, leaflet, brosur, radio, dan televisi. Mobilisasi massa pada
level ini lebih konkret seperti dalam bentuk
aksi-aksi fisik. Mobilisasi massa sangat pen-

yang berbentuk simbolik seperti petisi dan
lain-lain. Cyberspace lebih berperan sebagai
ruang publik transnasional yang menyebarkan diskursus dan isu ke seluruh gerakangerakan akar rumput dan masyarakat awam.
Gerakan civil society sendiri pada akhirnya
tetap bertumpu pada aksi-aksi nyata di ruang

ting bagi civil society sebagai usaha melakukan
positioning terhadap dua aktor lainnya, pemerintah dan korporasi. Mobilisasi massa da¬
lam cyberspace terbukti lebih efisien daripada
mobilisasi massa melalui conventional mode of
communication'. Pertama, ia dengan cepat memobilisasi massa baik itu aktivis NGO mau¬
pun masyarakat secara umum. Kedua, ia da¬
pat menjangkau masyarakat secara trans¬
national terbebas dari berbagai macam sekat
imajinatif bernama negara.

nyata. Terlebih, fakta bahwa sebagian besar
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masyarakat terutama di negara-negara berkembang memiliki akses terhadap cyberspace
terutama di bidang affordability maupun tingkat pendidikan.
Terlepas dari kekurangan yang ada, usaha
gerakan civil society untuk mengkombinasikan

keberadaan cyberspace dengan aktivitas kon¬
vensional telah memunculkan sebuah terminologi baru dalam gerakan civil society, yakni
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translocalism. Translocalism, menurut Washbourne, dapat didefinisikan sebagai sebuah
kondisi di mana teknologi digunakan untuk
menjangkau international audience dan memobilisasi kesadaran global akan suatu masalah
namun pada saat bersamaan, aksi-aksi nyata
tetap berlangsung dalam skala lokal.

Greenpeace Online Activists
Dalam sepuluh tahun terakhir, pengguna
internet di Indonesia meningkat tajam melebihi angka 15 juta user. Menurut riset APJII
(Asosiasi Penylenggara Jasa Internet Indo¬
nesia), jumlah pelanggan internet di Indo¬
nesia pada tahun 2005 berkisar 1.500.000.
Dengan asumsi jumlah pemakai adalah sepu¬
luh kali lipat, diperkirakan jumlah user inter¬
net di Indonesia pada tahun 2005 mencapai
angka 16.000.000 user. Pada 2006, pelanggan
internet di Indonesia diperkirakan mencapai
2.625.000. Dengan asumsi yang sama seperti
di tahun 2005, maka diproyeksikan, pada
tahun 2006, ada sekitar 28 juta orang yang
mengakses internet di Indonesia.21

Patut juga diingat bahwa terdapat lebih dari
dua puluh juta masyarakat Indonesia yang
memiliki penghasilan di atas dua ribu dollar
dan bisa jadi terdapat lebih dari dua puluh
juta orang yang memiliki penghasilan diatas
seribu dollar.22 Jumlah kelompok ini mencapi sepuluh persen dari total populasi ma¬
syarakat Indonesia. Kelompok inilah yang
menjadi target dari program Greenpeace On¬
line Activist di Indonesia selain 500 juta peng¬
guna internet yang ada di seluruh dunia.

Greenpeace Online Activist merupakan sebuah
wadah aktivis-aktivis yang ada di seluruh
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dunia yang terhubungan melalui dunia cyber¬
space di mana melalui cyberspace mereka da¬
pat melakukan aksi-aksi yang berdampak
terhadap perkembangan riil isu yang diangkat oleh Greenepeace. Greenpeace Online
Activist sendiri mendefinisikan diri mereka
sebagai berikut:
Komunitas Global kami aktivis-aktivis
Greenpeace yang berasal dari 125 Negara
dan wilayah. Kami mempunyai catatan
panjang dari kesuksesan untuk membuk-

tikan bahwa ketika kami bericara dengan
satu suara, Kami bisa mengubah dunia.
Daftar dan kamu akan mendapatkan
E_zine setiap bulan dan Seruan untuk

beraksi dengan segala cara yang kamu bisa
dalam satu-menit. Ini semua bebas biaya.

Dapat dipastikan bahwa faktor utama yang
menyebabkan penurunan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan civil society
adalah tidak adanya lagi waktu yang tersisa
bagi mereka untuk turut aktif di dalam kegiatan masyarakat. Kondisi masyarakat di
mana waktu tidaklah cukup 24 jam, semakin
membuat individu-individu di dalamnya
cenderung individualistik. Satu-satunya
ruang yang mereka miliki adalah ruang yang
telah terjadwalkan secara rapi. Alih-alih da¬
pat memasuki arena civil society, individuindividu dalam masyarakat seperti ini larut
tenggelam dalam dunianya masing-masing.
Dalam masyarakat yang lebih mengedepankan aspek waktu di atas aspek geografis atau
yang disebut -dalam bahasa Virillio
masyarakat chrono-politic, kemunculan cyber¬
space merupakan alternatif bagi gerakan civil
society untuk merekrut sebanyak mungkin
suporter bahkan aktivis dari masyarakat.

—
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Melalui cyberspace, individu dalam masya¬
rakat dapat bertindak layaknya seorang
aktivis civil society tanpa memerlukan kehadiran dirinya secara fisik.

Greenpeace percaya bahwa banyak cara bagi
masyarakat untuk menolong lingkungan.
Dengan penggunaan cyberspace, menyelamatkan lingkungan sama sederhananya de¬
ngan menekan tombol enter pada keyboard

Greenpeace Online Activist menjadi program
yang tepat bagi karakter masyarakat seperti
ini. di dalam masyarakat seperti ini, akan
sangat susah bagi Greenpeace untuk me-

komputer atau meng-click mouse. Greenpeace
Online Activist bekerja melalui mekanisme
petisi, pemberian informasi, dan dukungan
terhadap bebarap isu yang diangkat oleh

minta aksi konkret. Mobilisasi massa akan
sangat susah untuk dilakukan. Namun, mo¬
bilisasi massa pada cyberspace dapat mungkin
untuk diiaksanakan. Karakteristik cyberspace

Greenpeace. Setiap anggota Greenpeace
Online Activist yang tersebar di lebih dari 125
negara akan mendapatkan email campaign
updates. Selain itu, para aktivis GOA dapat
mengirim surat kepada para pemegang keputusan di korporasi besar dan pejabat publik,
download action kits, dan berpartisipasi dalam
on-line discussions. Keseluruhan kegiatannya,
secara signifikan, dapat membantu untuk
memenangkan environmental campaigns
yang diagendakan oleh Greenpeace.

yang menafikan tempat dan beroperasi se¬
cara cepat membuatnya menjadi sarana efektif untuk memobilisasi massa.
Kita juga dapat melihat dari semiotika yang
coba dihadirkan oleh Grenpeace Online
Activist. Sangat terlihat jelas bahwa memang
target dari Greenpeace Online Activist adalah
masyarakat yang tidak memiliki waktu lagi.
Melalui slogan “One Minute. A World of
Difference, Greenpeace Online Activist mencoba untuk menunjukkan betapa di dunia yang
berlogikakan waktu, masyarakat dapat turut
memberikan sumbangsih terhadap perkembangan isu yang dibawa oleh gerakan civil
society. Tidak periu menjadi aktivis secara
langsung untuk membantu dunia. Cukup de¬
ngan menjadi one-minute activist, kita dapat
menyuarakan suara kita dan mengubah du¬

Apa yang dilakukan oleh GOA dalam aktivitasnya dapat dikelompokkan ke dalam
symbolic politics dan informational politics P
Symbolic politics, karena mobilisasi massa
oleh GOA hanya sekedar perlawanan simbolis seperti petisi dan pemberian surat ke pembuat kebijakan daripada perlawanan nyata
dan advokasi langsung dalam masyarakat.
Informational politics, karena GOA bertujuan
melakukan mobilisasi informasi kepada
masyarakat agar masyarakat mengetahui isu

nia. Semiotika lain yang dimunculkan oleh

terbaru yang dibawa oleh Greenpeace.

Greenpeace online activist adalah kata-kata:
“It's quick and easy: all we need is your email and
the country where you live.”14 Kata-kata tersebut
menekankan betapa mudahnya untuk men¬
jadi seorang aktivis lingkungan. Hanya de¬
ngan men-submit email, kita telah dapat
berperan sebagai aktivis online Greenpeace.
GLOBAL Vol. 9 No. 2 Desember 2007-Mei 2008

Kesimpulan

Cyberspace adalah ruang yang bersifat
anarkis-irasional di mana tidak ada fondasi
norms dan values. Setiap entitas di dalamnya
memiliki norms dan values mereka masing149
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masing. Namun di balik sifat anarkisnya,
cyberspace telah berubah menjadi ruang publik transnasional, di mana diskursus tanpa
relasi kuasa, semua aktor dapat bermain.
Bila pemerintah state apparatus dapat mendominasi ruang publik, bila korporasi melalui kuasa modal yang dimiliknya dapat
mendominasi arus informasi yang dikonsumsi masyarakat, maka cyberspace adalah
ruang publik alternatif bagi civil society agar
dapat bermain secara setara dengan dua sektor sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan, Cyberspace adalah ruang ideal bagi terciptanya ruang publik, di mana setiap orang
tidak memiliki hambatan-hambatan komunikatif dalam berdiskursus. Di era postmo¬
dern, relasi antara cyberspace dan civil society
susah untuk dipisahkan. Keduanya akan te¬
rns bersinergis menciptakan cyber-civic space.
Terlepas dari efek negatif yang dihasilkannya, cyberspace dapat menjadi ruang alter¬
natif yang segar bagi civil society.
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